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A. ASILAH WAQI'IYYAH
1. Pemanfaatan Sisa Menu MBG di Sekolah
a) Deskripsi Masalah (Taswir al-Mas’alah)

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan Program Makan Bergizi (MBG)
sebagai salah satu kebijakan yang bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas
gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, santri, serta kelompok rentan
lainnya. Program ini bertujuan untuk mencegah stunting, meningkatkan
kesehatan, dan menunjang kualitas pendidikan melalui penyediaan makanan
bergizi secara cuma-cuma yang didanai oleh anggaran negara.

Dalam perspektif Islam, upaya pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan
dasar berupa pangan yang layak dan bergizi pada dasarnya sejalan dengan prinsip
magqasid al-syari ‘ah yaitu hifz al-nafs dan hifz al-nasl dan sejalan dengan kaidah
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Perlu diketahui bahwa konsep figih memandang bahwa tindakan
pemerintah ini suka disebut dengan istilah tabarru’ yang disederhanakan dengan



istilah donasi, dimana secara terminologi figih @g:i\ JAze didefinisikan oleh para
ulama:
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"Harta atau jasa yang diberikan oleh seorang mukallaf kepada orang lain
tanpa kompensasi dengan tujuan kebaikan pada umumnya.”
Selayaknya akad, tabarru’ juga mempunyai rukun, yakni mutabarri’

(donatur), dalam hal ini adalah pemerintah melalui SPPG, mutabarri’ lah
(penerima donasi) dalam konteks ini adalah peserta didik, mutabarri’ fih (barang

yang didonasikan) yakni sajian MBG, dan shighat (ucapan serah terima).

Penerima MBG tidak terbatas pada siswa yang hadir di sekolah pada hari
tertentu, tetapi mencakup seluruh peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga
kependidikan pada Satuan Pendidikan dimaksud baik formal maupun non formal
yang telah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor
244 Tahun 2025 tentang Penerima Manfaat Program MBG. Karena telah
ditentukan tujuan dan sasaran penerimanya, maka MBG tidak boleh dimanfaatkan
di luar peruntukan tersebut tanpa dasar yang dibenarkan. Begitupun dengan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan untuk
memberikan kepastian hukum, arah, dan kolaborasi efektif dalam meningkatkan
gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah (PAUD-menengah), ibu hamil, ibu
menyusui, dan balita usia 6-59 bulan.

Namun demikian, implementasi Program MBG sebagai kebijakan publik
seringkali menimbulkan sejumlah persoalan fighiyyah dan ijtihadiyyah yang perlu
dikaji secara kolektif melalui forum bahtsul masail, misalnya ada siswa yang tidak
hadir karena sakit atau alasan lain, bahkan ada yang tidak menghabiskan
makanannya. Akibatnya, setiap hari terdapat sejumlah porsi makanan berlebih.
Makanan tersebut tidak bisa disimpan untuk hari berikutnya karena memiliki batas
waktu konsumsi. Jika tidak segera dimakan, makanan akan terbuang mubazir.
Kondisi inilah yang membuat para guru yang bertugas mengawasi pembagian
merasa dalam dilema, karena secara peruntukan makanan adalah hak siswa, bukan
guru.

b) Permasalahan:

1. Bagaimana hukumnya memanfaatkan makanan MBG yang tidak dimanfaatkan
oleh peruntukannya? Apakah boleh dimanfaatkan oleh pihak selain siswa
misal oleh guru, santri atau masyarakat umum?

2. Bagaimana hukumnya makanan MBG dimanfaatkan untuk bintang ternak?

3. Bagaimana hukumnya menjual makanan MBG yang tidak dimanfaatkan oleh
siswa sekolah, serta hukum menjual donasi dari pemerintah secara umum?

¢) Jawaban

1. Boleh, selama ada indikasi izin dari pihak pemberi dan penerima manfaat atau
pengelola resmi, maka sisa MBG dapat dimanfaatkan agar tidak terbuang sia-
sia, terlebih jika memang ada sisa dari anak-anak yang tidak masuk sekolah
atau yang enggan mengambil dan bisa berpotensi rusak atau basi.



Referensi :
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. Memanfaatkan sisa makanan MBG untuk pakan ternak adalah tindakan yang
diperbolehkan dalam hukum Islam, selama tidak layak dimakan manusia untuk
menghindari tabdir terhadap makanan sera makanan tersebut tidak
mengandung bahan najis berat atau berbahaya bagi ternak.

Referensi :

Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah,

[Beirut: Dar al-Fikr, 1996], Jilid I, h. 382
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Asy-Syairazi, al-Muhadzab, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah],
1995, juz 1: 454
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. Menjual makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak dimanfaatkan
siswa atau donasi pemerintah hukumnya adalah haram/tidak diperbolehkan,
karena barang tersebut adalah amanah yang diperuntukkan khusus bagi
penerima (siswa) dan dilarang dikomersialkan

Referensi :

'[zzuddin bin 'Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam, [Kairo, Maktabatul

Kulliyaat al- Azhariyyah 2000] jilid 2, him. 202:
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Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah Bujairimi ‘ala al-Manhaj, [Beirut:

Darul Kutub Al-l1Imiyah, 2011], jilid Il, halaman 442
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Rekomendasi PCNU Kabupaten Tasikmalaya:



1. Pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) direkomendasikan untuk fokus
pada keamanan pangan, penggunaan bahan lokal, dengan bahan baku
dari usaha masyarakat sekitar dan transparansi tata kelola untuk
menghindari keracunan serta memastikan gizi tercapai. Penting bagi
pengelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mematuhi
standar higienis, melibatkan ahli gizi,

2. Menurut pandangan LBMNU Kabupaten Tasikmalaya melalui hasil
bahtsul masail, sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
boleh dimakan oleh guru, staf sekolah atau masyarakat umum untuk
menghindari mubazir. Syarat utamanya adalah ada dugaan kuat siswa
rela atau makanan diberikan kepada pihak yang berhak, bukan diambil
secara sewenang-wenang.

3. Prinsip Utama (Mubazir): Makanan sisa tidak boleh dibuang sia-sia
(mubazir). Jika makanan cepat rusak (basi), petugas diperbolehkan
memanfaatkannya sekalipun untuk binatang ternak daripada dibuang
percuma.

4. Hak Kepemilikan: Setelah dikirim ke sekolah, makanan dianggap milik
siswa. Pengambilannya harus dengan izin atau kepastian kerelaan
siswa/orang tua.

5. Solusi Pemanfaatan: Jika ada sisa karena siswa tidak hadir, makanan
sebaiknya diberikan kepada yang membutuhkan, dibagikan, atau
diperbolehkan dimakan guru atau masyarakat umum. jika diizinkan

B. ASILAH MAUDU’IYYAH
1. Problematika Nikah Sirri Oleh Ajengan Sebagai Otoritas Lokal
a) Deskripsi Masalah (Taswir al-Mas’alah)

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi
ibadah (ta‘abbudi), sosial (ijtima‘1), dan hukum (ganani). Dalam perspektif fikih,
sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti
adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun, dalam
konteks negara hukum modern, khususnya Indonesia, perkawinan tidak hanya
dipandang sebagai peristiwa keagamaan semata, tetapi juga sebagai peristiwa
hukum yang harus dicatatkan oleh negara demi menjamin kepastian dan
perlindungan hak-hak keperdataan warga negara.

Dualisme antara keabsahan agama dan legalitas negara ini melahirkan
praktik perkawinan yang dikenal sebagai nikah sirri, yakni perkawinan yang sah
secara agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif pada lembaga resmi
negara. Fenomena nikah sirri masih banyak ditemukan di berbagai wilayah
Kabupaten Tasikmalya, terutama di masyarakat pedesaan dan komunitas religius
tradisional, dengan aktor utama yang sering kali berperan sebagai penghulu tidak
resmi adalah ajengan, kiai, atau tokoh agama lokal.

Kuatnya legitimasi ajengan sebagai otoritas lokal inilah yang kemudian
menjadi faktor penting dalam berlangsungnya praktik nikah sirri. Masyarakat
sering kali memandang bahwa selama perkawinan telah dilangsungkan oleh
ajengan dan memenuhi ketentuan fikih, maka perkawinan tersebut dianggap sah
dan cukup, meskipun tidak tercatat oleh negara. Pandangan ini diperkuat oleh



pemahaman fikih klasik yang tidak mensyaratkan pencatatan sebagai unsur sah
perkawinan, serta oleh adanya anggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah urusan
administratif, bukan kewajiban syar*i.

Namun demikian, praktik nikah sirri oleh ajengan menimbulkan berbagai
problematika hukum dan sosial yang kompleks. Tidak adanya pencatatan
perkawinan berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi
perempuan dan anak, terutama terkait status hukum istri, nasab anak, hak nafkah,
hak waris, serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Dalam
banyak kasus, perempuan dan anak hasil nikah sirri berada dalam posisi rentan
ketika terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau kematian salah satu pihak.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik nikah sirri juga
menimbulkan ketegangan antara norma agama dan norma negara. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), serta peraturan administrasi kependudukan secara tegas menghendaki
pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan ketertiban
sosial. Namun, dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut sering kali tidak
efektif ketika berhadapan dengan otoritas lokal ajengan yang telah mengakar kuat
dalam struktur sosial masyarakat.

Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika ajengan tidak hanya
berperan sebagai pelaksana akad nikah sirri, tetapi juga sebagai pihak yang
memberikan legitimasi normatif dan moral terhadap praktik tersebut. Dalam
beberapa kasus, nikah sirri bahkan dianggap sebagai solusi “religius” terhadap
persoalan sosial tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah,
poligami tanpa izin, atau hambatan administratif lainnya. Akibatnya, nikah sirri
tidak lagi dipandang sebagai praktik penyimpangan, melainkan sebagai praktik
yang “wajar” dan dapat diterima secara sosial.

b) Permasalahan

1. Bagaimana hukum pernikahan sirri oleh ajengan, dimana ajengan tersebut
bertindak sebagai wakil wali, saksi atau wali muhakkam?

2. Pantaskah penerapan hukuman bagi pelaku nikah siri, terutama yang sudah
terikat pernikahan sah sebelumnya (poligami tanpa izin), terancam pidana
penjara hingga 5 tahun menurut Pasal 279 KUHP dan KUHP Baru hingga
6 tahun. Nikah siri tanpa persetujuan pasangan sah dapat dianggap
perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan pelaku dapat dikenakan sanksi
administratif atau pemberhentian tidak hormat, khususnya bagi PNS?

c) Jawaban

1. Hukum pernikahan siri secara agama dianggap sah selama memenuhi
syarat dan rukun nikah, namun sangat tidak dianjurkan (makruh bahkan
bisa menjadi haram) karena tidak tercatat secara resmi oleh negara. Pelaku
nikah siri dianggap memiliki status yang "gelap™ secara kependudukan
karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah siri bisa
menjadi haram jika menimbulkan dampak negatif (mudarat), seperti
bentuk kezaliman terhadap istri, pengabaian nafkah, atau hilangnya hak
waris bagi istri dan anak karena tidak adanya perlindungan hukum.

Referensi :
Sayyid Abdurrahman, Bughyatul Mustarsyidin, [Tarim, Darul Figih:
2009] halaman 9:
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Wali muhakkam di mata hukum perkawinan di Indonesia, sebenarnya
tidak dibenarkan selama masih ada dan ditemukan wali hakim atau kepala
KUA Kecamatan. Selain itu, secara otomatis pernikahannya juga tidak
tercatat, sebab PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah bagian tidak
terpisahkan dari KUA. wali muhakkam dapat difungsikan sebagai wali
alternatif terakhir. Artinya wali muhakkam dapat difungsikan jika wali
nasab tidak ada, baik secara faktual atau karena tidak terpenuhinya syarat
sah menjadi wali pernikahan yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka,
berkelamin laki-laki dan mempunyai sifat ‘adalah (tidak fasik) dan tidak

ada wali hakim.

Referensi :
Al-Anshari, Asnal Mathalib, [Beirut, Dar Kutub Islami], juz IlI,
halaman 125:
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Rekomendasi PCNU Kabupaten Tasikmalaya :

Himbauan bagi Nahdliyin: Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang (PCNU)
Kabupaten Tasikmalya secara tegas mengimbau warga Nahdliyin
untuk tidak melakukan nikah siri. Pencatatan pernikahan dianggap penting
untuk menjaga kemaslahatan, mempermudah administrasi (akta kelahiran,
KK), dan menjamin hak-hak keturunan di masa depan. karena lebih



banyak merugikan perempuan dan anak, terutama dalam hal nafkah, waris,
dan administrasi kependudukan.

Hindari pernikahan siri dengan wali muhakkam karena berpotensi merusak
cita-cita KHI (perlindungan hukum bagi perempuan dan anak). Jika wali
nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki) tidak ada, tidak diketahui tempat
tinggalnya, gaib, atau adhal (enggan/menolak menikahkan), sangat
disarankan untuk menggunakan wali hakim. Di Indonesia, wali hakim
adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat KUA yang
ditunjuk oleh Menteri Agama.

Tokoh agama atau kiai sebaiknya mengarahkan ke KUA daripada menjadi
wali muhakkam dalam nikah siri.

Solusi Hukum: Bagi mereka yang sudah terlanjur nikah siri, sangat
disarankan untuk melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama agar
pernikahan tersebut diakui secara legal oleh negara.

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA’
KABUPATEN TASIKMALAYA

Salman Hakim, S.Sy., M.H H. Sihabulmillah
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